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- 'Abstxak
Temrzmw menjadz ancaman z‘f?/aaa’ap szcczsz[cz dmz NKRI Ole].? %memz itu, Polisi Repm’dzﬂz
Indonesm (Polri) dalam melakukan penanganan z‘mdal b pidana ferorisme membutubhan dukungan dari

banyak pibak, salah satunya adalak rnmyarafmz‘ Kepolzszan dan. mczsyamﬁaz‘ harus membangun stnergi
untuk melakukan pencegaban terorisme. '

Penelitian ini akan me:yawab dua rumusan masalah, yakni Bagaimanakab sinergitas Polri dengan
masyarakat dalam menrega/y terorisme don Bagmmana peran Polmes dalam meninghatkan sinergitas Polri
dan Masyarakat. Adapun tujuannya adalah untul mengetabui dan menganalisi sinergitas Polri dengan
masyarakat dalam mencegah terorisme dan uniwk mengetabui dan menganalisis peran Polmas dalam
meningkatkan sinergitas Polri dan Masyarakat, s

Metode yang digunakan untuk menjawaé rumusan masalab terschut adalah metode penelirian
kualitatif dengan metode pengumpulan dota vang digunakan adalah metode library research. Adapun
analisis data dilakikan dengan melakukan pengolaban dan kemudian menganalisanya.

Hasil penelitian menunjukkan babwa sinergitas antara masyarakar dan polri sangatlaly penting,
karena masyarakal dapafl wmemberikan kontribusi dolam mencegah tindak ferorisme, babkan masyarakat
dapat memeegah penyebaranideologi dan membonghkar jaringan ferorisme. Sinergitas' tersebut dapat
terbangun apabila ada kepercayaamantara masyarakat dan polri. Kepercayaan masyarakat terbadap polri
dapat tebangun melalui program Pemolisian masyarakat yang memang sccard umum bertujuan untuk
membangun kepercayaan terbadap masyarakat. Adenyakepercayamn masyarakat terbadap polri akan
memudabkan polvi untuk bekerjasama dengan masyarakat dalam rangha melakukan pencegaban tindak

ferorisime
Kata Kunci : Terorisme, Polmas, Sinergitas

Pendahuluan dunia serta pelanggaran berat terhadap hak asasi
Latar Belakang Masalah manusia. Dalam konteks Indonesia, terorisme

Terorisme melibatkan jaringan internasional ~ termasuk kejatan luar biasa (Extraordinary
dan membahayakan keamanan dan perdamaian  Crime) yang telah merenggut korban jiwa.

Chatrel Muriman Setyabudi, Doktor ilmu Mangjemen, Dosen Perilaku Sejak tahun 2000 hmgga tahun 2016’
Organisasi & Kepemimpinan Sekolah Tinggi limu Kepolisian setidaknya telah tﬁl‘j‘&di 2 aksi terorisme di
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. '2000 dengan Jumiah 19 korban sza

_-.__dengan 202 korban J1wa

c '.Bom bunuh dm ch area. hotei }W Marriot,

o :""__']aixarta tahun 2003 deng‘m 12 orang
".'_'5'-5men_1_1_’xgga1 dunia dan 150 lainnya luka-luka.

d Bom bunuh diri di luar Kedutaan Besar

Austraha di ]akarta Pada September, 2004
o df:ngan 10 korban jiwa

.e_:.'_ Ledakan bom di Tengah
- menewaskan 22 orang pada Mei 2005:

Sulawesi

f. Tiga pelakn bom bunuh diri di beberapa
* lokasi wisata di Bali, menewaskan 20 orang
pada Oktober 2005.

g. Juli 2009 bom bunuh diri meledak di hotel
Ritz-Carlton dan JW Marriott di Jakarta
'8, menewaskan 7 orang dan lebih dari 40
terluka.

h. Januari, 2016 terjadi ledakan bom dan baku
tembak terjadi di kawasan Sarinah, Jakarta,
di mana 7 orang, termasuk 5 pelaku, tewas,
sementara 20 lainnya terluka.

Aksi-aksi

membahayakan

tersebut
rakyat

terorisme tentunya

segenap Indonesia
sehingga perlu penanganan yang efektif, melalui
langkah penegakan hukum yang menjadi
tanggung jawab polri untuk melakukan fungsi
kepolisian, meliputi pemeliharaan keamanan
dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
kepada masyarakat.

Fungsi kepolisian tersebut dapat berjalan
sesuai prosedur apabila mendapat dukungan
dari seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hal

T Serangkaian Aksi Teror di Indoncesia Sejuk 2000, hrepi/finternasional.
metrotvaews.com/read/2016/01/14/211915/serangkaian-aksi-teror-di-
indonesia-sejuk-2000, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 09:27 Wib

demokras1 yang mempomsﬁ{an ' masyamka_

':.}:'_Peiedakan Bom di Gerekﬂ pada Desember

baik - pembangunan

-":_b._'__:_Ledakan bom pada tahun 2002 ch Bah .'péynbarlalg}_;nap_ _suprastruk;tu_ral.
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dlsebabkan Indones1a -menganut s;stem : R

sebagai tujuan dalam setiap proses pembangunan,

infrastruktur  maupun

~Namun demikian, dukungan masyarakat__j”: ;

dalam pelaksanaan“fungsi kepolisian masih
belum _dapat - diwujudkan®, secara maksimal. -

Hal ini tidak lepas dari posisi Polri yang

selama berpuluh-pulub tabhun menjadi bagia_r; _.
“-dari militer “dan bertindak represif “terhadap =

masyarakat yang dianggap membahayakan
kekuasaan orde baru. Bahkan meskipun pada - |
tahup 1999 Polri dipisahkan dari struktur
kepolisian Republik Indonesia, bukan perkara
mudah untulke mengajak masyarakat bekerjasama
menjaga keamanan negara.

Polri masih mendapatkan stigma negatif
schingga masyarakat imasih mengambil jarak.
Bahkan  menuzut laporan Indonesia Police
Warch, pada tahun 2013 hubungan Indonesia
dengan masyarakat bukannya semakin membaik,
malah semakin memburuk, dibuktikan dengan
perusakan dan pembakaran 58 fasilitas milik
Pilri dalam 14 peristiwa konflik atau amuk massa
yang terjadi di sekitar kantor Polisi?

Sampai saat ini, lembaga‘kepolisian masih
belum mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Masyarakat_merasa tidak nyaman melakukan
hubungan dengan kepolisian disebabkan oleh
masa lalu dan praktik saat ini yang masih
berbelit-belit, waktu yang lama, biaya yang tidak
sedikit serta banyaknya oknum kepolisian yang
masih melakukan tindakan-tindakan di loar
tugas pokok dan fungsinya.’

Padahal jika mengacu pada Rencana Jangka
Menengah Nasional (RJMN) 2015 - 2019,
keberhasilan tugas dan fungsi kepolisian dalam
menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat

2 IPW: Hubungan Pelisi dan Rakyar Makin Memburuk, htep:/Awww.rmol.
co/read/2013/06/30/11657 1/ 1PW:-THubungan-Polisi-dan-Rakyar-Makin-
Mermburuk-, diakses pada tanggad 28/11/2016 Pukul 19:47 Wib

3 Rencana Jangka Menengah Nasional (RPIMN) 2015 - 2019, h.9 - 8
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: {Smd; KaSUf; Pelaku Cyber 'ic.rorxsmf. oleh B ihmn Ny um)

dalam membmtu kepohsmn “tanpa adanya

*g,and;x Dan I cn}ci)ar an [deolog1 i{.ror;sme Melalui Mt.clm Inmrmt. R

'....'3'_:_adalah seberapa bcsar part131p351 masyarakat

."'penehtmn Menmgkatkan Sinesgitas P@hﬁDam_:_ e
' _Masyarakat Da]am Pencega}mn Temﬁsme. o

'bantuan dan ketcrhbatan masyaralxat maka

.tugas kcpols;an alan menemukan hambatan—-.

:hambatan yang tzdak rmgan

Fakta tersebut sebcnarnya sudah diupayakan
_ -unmk muim diatasi, bahkan sejak pertama kalinya
'- pemmahan Poln dari snuktur Tentara Nasional

- Republik Indonesm. Salah sattinya adaleh upaya

memperkanalkan pe:poﬁsiﬁn berbasis komunitas

A{COP) oleh The Asia Féundation bersama Pusat -

Smdi. Hak Asasi Manusia Universitas Islam
Indonesia (PUSHAM UII) sejak tahun 2001.
Program ini menjadikan kerjasama konstruk:if
dan saling menghormati antara polisi dan
masyarakat sebagai pilarnya.*

Sementara uoaya vang dilakukan polri
adalah

masyarakat untuk meningkatkan partisipasi

dengan  melakukan ~ pembinaan
masyarakat, kesadaran huku, masyarakat serta
ketaatan warga terhadap hukum dan peraturan

perundang-undangan, sebagaimana dijelaskan

dalam Pasal 14 UU Polri.
Peningkatan  “partisipasi = masyarakat
kemudian  dilembagakan  dalam - konsep

Pemolisian Masyarakat (Commanity Policing),
yakni kegiatan untuk mengajak masyarakat
Polri = dan

masyarakat sehingga mampu mendeteksindan

melaluyi  kemitraan  anggota

mengidentifikasi  permasalahan  keamanan
dan ketertiban masyarakat serta menemukan
pemecahan masalahnya, sebagaimana dijelaskan
dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015
tentang Pemolisian Masyarakat (Selanjutnya

disingkat Perkap No. 3 Tahun 2015).

Mengacu pada uraian di atas, maka penting
untuk  meningkatkan sinergitas masyarakat
dengan polri dalam rangka pencegahan terorisme
yang kemudian dirumuskan dalam suatu judul

: ."q Bagzum a.nal«;ah

'Rumusan Masaiah

'dl atas, maka Imusan. masalah daiam penelitian

i adalah sebagal benl«:ua

Polr;

masyarakfat daia,m mencegah tc:erorlsmeD

sme:g;ms dengan

meningkatkan  sinergitas = Polei  dan
Masyarakat?

Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian latar belakang
masalah dan rumusan masalah, maka tujuan
penelitian ini adalah unruk:

a. Unwk  mengetahui.  dan  menganalisi
sinergitas Polri dengan masyarakat dalam

mencegah terorisme.

b. Untuk mengetahui dan menganalisis peran
Polmas dalam meningkatkan sinergitas Polri
dan Masyarakat.

Kajian Teori

1. Polisi dan Masyarakat
a. Polisi Republik Indonesia (Polri)

1) Pengertian Polisi

Polisi berasal dari bahasa Yunani,
yakni kata ‘Politea’
pemerintahan

yang berarti
negara kota.
Tugasnya pada wakeu ita adalah
melaksanakan pemerintahan negara
kota, termasuk urusan keagamaan.
dalam  Encylopedia
and Social Science, polisi diartikan
ketertiban
umum, orang-orang beserta harta

Semerntara

sebagai  pemelihara
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: :yang meianggar hukum

e '.'Pohm memiliki dua arti, yakm
_ _..211"1.'1 secara formal dan arti secara
. material, Secara formal, polisi adalah
organisasi dan kedudukan suatu
institusi kepolisian,sementar secara
“material pohsi adftlah memberikan
mi.pemecahan - atas pcrmas;ﬂahan
'_dalam rangka menghadapi bahaya
atau
ketertiban.®

Menuzut ketentuan dalam Pasal
30 ayat (4) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun
1945 (UU NRI 1945), Polisi adalah
alat negara yang menjaga kemanan
dan ketertiban masyarakat bertugas
melindungi, mengayomi, melayani
serta

masyarakat, mencgallan

hukum
2. Fungsidan Tugas Polisi

Tugas “dan fungsi polisi sangat
erat kaitapnya dengan masyarakat.
Menurut Mardjono tugas utama
adalah penegak
hukum pidana damjuga scbagai
penjaga
pada perkembangannya, tugas dan

polisi sebagai

ketertiban. Kemudian
fungsi kepolisian bertambah, yakni
melakukan upaya-upaya prefentif
terjadinya kejahatan dengan cara
melalulkan kegiatan-kegiatan

masyarakat.”

Parsudi
tugas dan fungsi polri dengan
The

Suparlan  menyebutkan

mengutip  dari American

Wassito Hadi Utomo, Flukum Kepolisian di Indonesia Edisi Revisi,
{Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005), hlm. 5-6

Yoyolk Ucuk Suyone, Hukum Kepolisian; Keduduken Polrt Dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Laksbang
Grafika, Yogyakarta, 2013, h. 1 -2

Ibid, him. 67
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- He'r_imgé ':Dicfimzmj; of the L‘ng[zs;% =

: .Lengz;gzge_ yang menyatakan bahwa

" polisi sebagai -suatu departemen; -~

hul\um,

pemerintahan - yang didirk&_ﬂ_" '

dengan -tugas dan fungsi utama .

untuk memelihara
ketert;ban
- mendeteksi

keteraturan
dan- B
kejahatan :

dan !{cmudiftn melakulan upajr'é':_:;'f_'.

pencegahan supaya kejahatan tlciak =
terdeteksi.® '

gangeuankeamanan - dan

Pasal 2 Undang Undang Rc[)ubhk
Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian MNegara
Republik Indonesia (U Polri)
menyebutkan  bahwa fungsi

kepolisian merupakan salah satu
fungsi pemerintahan negara di
bidang pemeliharaan kearnanan dan
ketertiban masyarakat, penegakan
L.
hukum, perlindungan, pengayoman
dan pelayanan lepada masyarakat,
sedangkan tugas Polri diatur dalam

Pasal 13 UU Polsi

Pasal 13 UU Pelri menyebutkan
bahwa pokol
negara republik Indonesia adalah
dan
ketertiban'masyarakat, menegaklan

tugas kepolisian

memelihara kearmanan

hukum dan memberikan
perlindungan, pengayoman dan
pelayanan  kepada  masyarakat.

Selanjutnya, Pasal 13 UU Polri
menguraikan secara jelas dan rinci
mengenai ketiga tugas pokok polisi.

Kewenangan Polisi

Polisi sebagai salah satu pelaksana

fungst  pemerintahan  memiliki
kewenangan-kewenangan yang
telah  ditetepakan  peraturan

8

ibid, klm. 68

menegakkan




{Smdi’
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: '."_perundaﬁgﬂundangan

et

tersebut. Adapun S
o polisi diatur daiam Pasal 15 dan 16__' B
L uu Polm. R

: 5-_._Menumt ketentuan daiam Pasal_
-.;'_'15 UU. .Polri. kewenangan ‘polisi -

~antara - lain, - menezima __.___I_aporan

- dan atau ‘pengadtan, membantu
Inenyelesaikan E perselisithan.

warga, . mancegah tumbuhnya
'peny'akxt masyarakat, _m_elakuka_n

tindaka  pertama di tempat
kejadian perkara dan sebagainya,
sedangkan Pasal 16 UU Polri
menyebutkan bahwa kewehangan
lain yang dimiliki oleh  polisi
adalah melakukan penanghkapan,
penahanan, penggeledagan dan
penyitaan, melarang orang untuk
meninggalkan  atau  memasuki
empat kejadian perkara, menyuruh
berhenti orang yang dicurigai dan
menanyakan serta memeriksa tanda

pengenal diri dan lain sebagainya.

Masyarakat
Masyarakat merupakan terjemahan
istilah ~ Yunani,  yakni%, community

yang berarti persahabatan. Menurut
adalah
yang  hidup

aristoteles, community

sekumpulan  manusia
bersamadalam ikatan saling bekerjasama
untuk memenuhi kebutuhan dasar dan
makna kehidupan. Selain itu, pengertian
lain Community adalah kelompok sosial
dalam suatu teritori tertentu dengan
kebudayaan dan sejarah yang sama serta

pemukiman yang terkecil.®

Menurut R. Linton, masyarakat adalah

9 hrepi//file.upt.edu/ Direktori/FIP/JUR._PEND. _LUAR_
SEKOLAH/196111091987031001-MUSTOFA_KAMIL/peagertian_
masyarakat.pdf, diakses pada ranggal 29/11/2016 pukut 11:07

-.'_"'dalam'_" e .

: menjalankan fungsu pemcrmtahan

kewenangan_ R

'-j-kelompok manusia yang sudah_s cukup
lama hIdU.P bersama dan kemudmn___

L. teritord - tertentu, sementara MU
S Herskov;ts Bs menyatakan
S masyarakat adalah sekelompok mdm,du' :

: '-_yang hldup dalam cara tertentu.”

"___.Mengacu pach pengertmn d1 atas,' -

:sebagzu masyarakat apablla memenuhl :
P s}mrqtnn bpmpg '

il “Harus ada pengumpuian manusia
~yang berjumlah banyak

. 2. Telah bertempat tinggal di suatu
tempat dalam jangka waktu yang
lama

Memiliki
sebagal aturan bersama

peraturan—peraturan

2. Terorisme

Terorisme berasal dari bahasa latin ferrorem
yang berarti rasa takut yang luar biasa, sementara
terorisme berasal ~dari kata kerja gerrere,
yang artinya membuat takut atau menakut-
nakuti. Websters New World College’ Dictionary
menyebutkan bahwa terorisme’ berasal daxi
bahasa Prancis ferrorisme yang digunakan oleh

pemerintah yang beskiiasa pada tahun 1793 —
1794.%

B.J Habibi mendefiniskan terorisme sebagai
teror melalui  serangkauvan kekerasan yang
dilaksanakan secara sitematis. Menurut Laguer,
terorisme memiliki ciri yang sangat menonjol
yakni
terhadap objek-objek tertentu.

kekerasan dan ancaman kekerasan

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-

10 Masyarakatr Pedesaan Dan Masyarakat  Perkotaan, httpe/felearning.
gunadarma.ncid/, diakses pada tanggal 29/11/2016 Pukul 11:18 Wib

11 Ibid,

12 Indiwan Seti Wahjuwibowa, Terorisme Dalam Pemberitaan Media:
Analisis Wacana Terorisme Indonesia, Deepublish, Yogyakarta, 2015, . 4

13 Ibid,h.4-5
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e :.:: T”lﬁdak _
it (seianjutnya dlsmgkat UU No. 9 Tahun 2013)

i .:'-;':menyebutkan bahwa terorisme adalah tindakan

__ 'nciang Repubhk Indonesia Nomoz’ 9 Tahun
--.'2013 tentang Pencegahan Dan’ Pemberantasan

“Pidana Pcndanaan Terorisme

""-_.'-yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai
L '-dengan ketentuan pemndang undangan_yang
L mengatur tindak idana terorisme. Hal tersebut
: .__::.}uga. diatu dalam Pasal 1 an<rka 1 Peraturan

) :.Pemelmtah Pencrgantz Undang Undang
_"Repubhk Indonesia Nomor 1 Tahun 2002
. tentang Pemberantas Tindak Pidana Terorisme

_(selanjumya disinglkat PP No. 1 Tahun 2002).

Beberapa ciri yang pzdmg menonjol dari
tindak pidana; terorisme dalam perundang-
undangan adalah:!*

rencana  untuk  melaksanakan

1. Adanya
tindakan terorisme

Dilakukan oleh suatu kelompok tertentu
Menggunakan kekerasan

Mengambil kerban dari masyarakat sipil

A

Dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu,
baik tujuan sosial, polittk maupun agama,

Sementara menurut Wahyu Wiriadinata,
unsur pidana dalam PP. No. Tahun 2002 adalah:

15

Menggunakan kekerasan atau ancaman

kekerasan menimbulkan  suasana

sehingga

ketakutan secara luas

Menitikberatkan pada akibat, yakni suasana
terora, menimbulkan korban jiwa secara luas
dan menggunakan cara merampas kemerdekaan,
atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain

Menggunakan kekerasan untuk melakukan
pengrusakan terhadap objek vital atau fasilitas

4 Inilah Definisi Terorisme Menurut Undang-Undang, hrep://satunusanews,
com/2015/05/inilah-definisi-terorisme-menurut-undang-undang/, diakses
pada ranggal 29/11/2016 Pukul 13:12 Wib

13 Wahye Wiriadinata, Pera Aparat Penegak Hukum Dalam Penanggulangan
Terhadap Terorisme di Indonesia, Jurnat Hukum dan Pembangunan Tahun
ke-44 No. 2ZApril - juni 2015 h. 213
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(Studz Kasus Pelaku

Met@de ?en@htnan

Metode yang dlgunnzl{an dalam penehtmn S

ini adalah metode penelitian kualitatif, yakn_;__'.g'_: -

penelitian-yang menghasilkan penelitian berupa
kata-kata tertulis dari_proses penelitian yang -
dilakukan. Tujuan penggunaan metode ini " -
adalah untuk memecahkan suatu persoalan.

Adapun teknik pengumpulan data yang_:_-:-..

dlmnakan dalam melakukan pcnguﬁlpulan darn

adalah dengan studi pustaka (drary resegrch),
yang dilaksanakan dengan cara melakukan
pengumpulan sejumlah buku, majalah, pamflet
dan semua yang berkaitan dengan masalah
penelitian.

Selanjutnya, data yang telah terkumpul
kemudian dianalisis, yakni suatu proses mencari
dan menyusun secafa sistematis data yang
diperoleh “dan kemudian mempelajari serta
memberikan kesimpulan atas data yang telah
dikumpulkan untuk selanjutnya disajikan.

Pembahasan

Pentingnya Sinergitas Polri dan Masyarakat
Dalam Pencegahan Tindak Terorisme

Bagi  bangsa  Indénesia, terorisme

merupakan  ancaman yang sewaktu-waktu
daparmeliluhlantakkan keadaan Indonesia.
Dalam Rencana Jangka Menengah Nasional
2015 - 2019 diakui bahwa terorisme merupakan
ancaman  langsung  terhadap  demokrasi
karena menggunakan kekerasan dalam rangka
mengekspresikan

kepentingan  politiknya

menimbulkan  kekacauan  dan

sehingga
ketakutan yang meluas dalarn kerangka melawan
negara Pancasila dan UUD NRI 1945. Artinya,
terorisme memberikan efek negatif terhadap
kehidupan berbangsa dan bernegara.

Menurut Pangdam 111 Siliwangi, M. Munir

terorisme menimbulkan efek psikologis rasa
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_j'hanya nasional namun’ _;uga mternaszona :

: .".'_:tersebut dapat dilihat dalam kasus terorisime '.1
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: pemennmh

melalui - -polri melakukan
- penanggulangan terorisme melalu pencegahan
dan '?'3._.ppnangguiangan. Saldh . satu - upaya

- penanggulangan yang dilakukan adalah dengan

.. peningkatan kemampudan aparat keamanan dan -rangka- pencegahan tindak terorisme, %erutama- -

“ penanggulangan terorisme _dilakukan melalui
peran serta masyarakat.

“Peran serta /masyarakat dalam pencegahan
tindak terorisme memanglah sangat penting.
Debora Sanur menyatakan bahwa salah satu
peran masyarakat yang penting adalah kesadaran
masyarakat akan tanggungjawab dan kemitmen
bersama melawan  terorisme. Kesadaran ini
dapat tumbuh' melalui maksimalisasi program
keamanan dan ketertiban nasional {kamtibnas)
serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat

secara konsisten dan berkesinambungan.”

Penyuluhan akan

meningkatkan

kepada  masyarakat

kesadagan terhadap bahaya
terorisme sehingga dapat,menumbuhkan dan
mengembangkan tingkat partisipasi masyatakat
dalam

bersama dengan kepolisian. Maka tidalk*heran

melakukan  pencegahann, terorisme
dalam setiap program pencegahan terorisre,
masyarakat selalalu dilibatkan sebagai salah satu

partner.

Pada 2007,

pembangunan dalam upaya pencegahan dan

tahun sasaran  pokok

penanggulangan tindak terorisme di Indonesia
adalah:™

16 Jurnal Yudhagama; Medin Informast dan KomunikasiTNI AL, Vol, 31
No. 4 Desember 2011, h. 11

17 Debora Sanes, Bom Samarinda: Kinerja Intelejen Dan Program
Deradikalisasi, Majalah Info Singkat Pemerintahan Dalam Negeric Kajian
Singkat Terhadap Tu Akrual dan Srrategis, Vol. VI, No.22/11/P3D1/
Nopember/2016, h. 16

18 Pencegahan  dan  Penanggulangan  Tererisme,  hetp/Awvwiinterpol.
go.id/id/kejahatan-transnasional/terrorisme/72-pencegahan-dan-
peranggulengan-terorisme, diskses pada ranggal 29/11/2016 Pukul i4:45
Wib

Hal

tmonsme

: tTerbongkarnya Jarmgan :
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.'negara tcrhadap temnsme

: Pada RJMN 2015 2016 juga menjadikan .
~masyarakat sebagai -

‘sasaran untuk - melakukan kerjasama dalam.

organisasi-organisasi masyarakat sipil. Hal ini
menunjukkan pentingnya masyarakat dalam
upaya pencegahan tindak terorisme.

Sinergitas polri dan masyarakat haruslah

- diperkuat. Hal ini karena menurut Agus 5B,

Deputi I Bidang Pencegahan, Perlindungan, dag
Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan
(BNPTN)

masyarakat dapat memberikan kontribusi nyata

Terorisme menuturkan  bahwa
dalam aspek memutus ideologisasi, mendeteksi
keberadaan kelompok teroris, dan mengontrol

aktivitas jaringan terorisme.”

dalam

terorisme

Pelibatan
mendeteksi

masyarakat proses

keberadaan dapat
dioptimalkan sebagai sarana untul melakukan
upaya preventif dalam memutus mata rantai
jaringan terorisme., bahkan lebih jauh dari itu,
masyarakat dapat=diajak bekerjasama  dalam
membongkar jaringan dan menangkap tokoh
terorisme, seperti vang tejadi di Tambora,
Jakarta Barat di mana jaringan teroris dan
tokohnya bernama Thoriq berhasil diungkap dan
ditangkap. Hal ini karena lingkungan yang acch
berkibat pada bebasnya aktivitas teroris dalam
melakukan kegiatan, baik untuk melancarkan
serangan-serangan teror maupun melakukan
upaya perekrutan anggota.?’

1% Agus SB., Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Terorisme, hreped/
nasional.sindoncws.com/read/755383/18/peran-masyarakat-dalam-
peacegahan-rerorisme-1372466443/, diakses pada tanggal 29/1172016
pukal 15:25 Wil
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di

.pemngkatan smergitas masyarakat da,n polri

Beldasarkan ureuan “atas, maka :

i m n_;adi sangat penting dalam rangka melakulan

pencegahan tindak terorisme yang menjadi salah
~satu ancaman memb%hayakan selam kqahatan
o -penyalahaunam narkomka '

Pentmgnya smergltas Polri__-déngan
0 '_ma_s_:yarai_x_at_. juga diakui oleh Pemerhati Intelejen,

Susamngtyas Nefo-H Kerropati. Menurutnya,

UU ‘Terorisme . harus _direvisi karena tidak
. menyertakan.. keterlibatan. masyarakat - dalam
‘upaya penanggulangan tindak terorisme. Revisi
dilakukan -untuk /memberikan payung hukum
untuk melakukan pendeteksian dini oleh aktor
keamanan dan pelibatan masyarakat secara

integral. !

2. Peran Polmas Dalam Meningkatkan

Sunsﬁrcﬁ'ae Mas‘xmvﬁﬁrﬁ'é‘; dg_@ P@h’i

Ll el

Upaya meningkatkan sinergitas masyarakat
dan polri dalam rangka melakukan peneegahan
tindak teroris ‘menemukan banyak “kendala,
salah satunya adalah persepsi negatif terhadap
kepolisian. Kepercayaan masyarakat yang rendah
terhadap polisi juga'terlihat dari pernyataan
masyarakat pada tahunt2012 schanyak 49,9%
menyatakan ketika melibatkan polisi akan
menambah masalah, kemudian, pada tahun
2015 persentase tersebut menurun“wmenjadi
44%, namun kembali meningkat pada tahun
2016 sebesar 53,2% yang menyatakan setuju
jika melibatkan polisi maka akan menambah
masalah.

Minimnya  kepercayaan  masyarakat
terhadap polisi ternyata juga terjadi dalam tubuh
polri. Menurut Samsu Rizal Panggabean polisi
masih belum percaya seutuhnya masyarakat
akan bekerjasama dalam penegakan hukum atau
pemeliharaan keamanan dan ketertiban. Padahal

kerjasama masyarakat dan polri membutuhkan

21 Susaningzyas Nefo M Kertopati, Terovisme dan Deteksi Dini, hropet/
nasional.kompas.com/read/2012/09/13/09464678/ Terorisme.dan.
Dereksi. Dini, dinkses pada tangyal 29/31/2016 pukut 15:50 Wib
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rasa -perc_ayz; --tir_nbal -.balik: polisi mempercaygj;i_ -
masyarakat dan masy_aral{at mempercayai polisi.?2 -

:__Salah satu upaya untuk memngkqdadnff_

I{epercayaan masyarakat terhadap polri adaiah o

dengan  program  Pemolisan Masyarakat_{'..

(Gommunity - Policing) yakni Lkegiatan untuk

mengajak  magyarakat  melalui

anggota Polri dan masyarakat, sehingga mampu -~

mendeteksi dan mengidentifikasi permasalahaz’i
dan

(Kamtibmas)-di- lingkungan: serta ménemukan---

Keamanan Ketertiban

pemecahan masalahnya.

Pemolisian masyarakat memiliki  peran

penting  dalam. meningkakan  sinergitas
masyarakat dan polat. Hal ini dapat dilihat dari
prinsip Polmas scbagaimana dijelaskan dalam

Pasal 3 Perkap No. 3 Tahun 2015, Adapun
prinsip Polmas terscbut:

a. Komunikasi intensif dilakukan dengan
melakulan pertemuan secara langsung atau
tidak Iangsung untuk membahas keamanan

dan ketertiban

b. Kesetaraan dimaksudkan bahwa kededukan

kedudukan  polmas dengan masyarakat
berada dalam ruang saling menghormati dan

menghargai perbedaan

¢. Kemitraan, kerjasama dilakukan secara

kosatrutif

d. Transparansi, artinya kerjasama dilakukan
secara terbuka dengan tujuan utama dapat

bersama-sama memahami

tidak

kepercayaan satu sama sama lain

permasalahan,

saling curiga, dan meningkatkan

e. Akuntabilitas:
mempertanggungjawabkan perbuatnnya

artinya  polmas

dapat

f. Partisipasi pihak kepolisian dan masyarakat
dalam rangka menjamin rasa aman

b
b

Rizal Panggabean, Membangun Empati Antara Polsi dan Masvarakar,
Disampaikan dalun Pesdidikan Sespimti Polri yang diadakan di PTIK,
Jakarta, Kamis, 23 Okrober 2014, 0.1 -3

kemitraan =

Masyarakat -
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i -Beronentam Pada Pemecahan Masaiah,
L '.'_bcrsama dengan masyaral{at memeca.hkan
o .prombelem 505131

: Pnn51p Polmas tersebut mentrut ketf,nman
dﬂam Pasal 7 Perkap No. 3 Tahun 2015 mt,mihkx

6. tu_;uan, yakni: .
a. _'.'Kepercayaan masyarak;at_ terhadap polri

b. Kesadaran

tehadap potensi keamanan, ketertibtiban dan

dan  kepedulian

‘masyarakat

ketentraman

c. Kemampuan masyarakat dalam
mengidentifikasi akar permasalahan nyang

terjadi di lingkungannya
d. Kesadaran hukum masyarakat

e. Partsisipasi masyarakat dalam menciptakan
kamtibnas

kamtibnas  di

f. Gangguan
masyarakat.

lingkungan

Mengacu pada ketentuan tersebut di atas,
maka prinsip Komunikasi intensif, Kesetaraan,
Kemitraan dan transparan akan meningkatkan

yang
intensif akan membuat masyarakat dan polisi

kepercayaan masyarakat. Komunikasi
saling memahami tugas dan tanggungjawabnya
masing-masing, sementara transparansi yang
dilakukan polri akan meningkatkan kepercayaan
kesadaran masyarakat terhadap polri.

Polmas jika dikaitkan dengan semua
penjelasan di atas memang bertujuan utama
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Selain tercatat dalam Pasal 3 dan Pasal 7, Pasal
19 dan Pasal 21 Perkap No. 3 tahun 2015,
menyebutkan bahwa meningkatnya kepercayaan
masyarakat terhadap polri merupakan indikator

i keberhasﬁan

"'polmas |
.'masyarakat -adalah “dalam " aspek membangun' 5
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- kepercayaan ‘masyarakat ‘schingga masyarakat
percaya dan _ tidak  lagivuberfikiran. negatif, "
Manfaamy_a,_ polri da_pat melakukan kerjasama - :

dalam rangka mencegah tindak t;forisiﬁé.
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1. Kesimpulan

Berdasarkan

hasil  penelitian, dapat

disimnpulkan bahwa:
a. Pencegahan tindak terorisme
memerlukan. partisipasi masyarakac

Artinya sinergitas sangat dibutuhkan
antara polri dan masyarakat karena
masyarakat dapat berperan penting
dalam aspek deteksi dini, pembonglkaran
dan pemantauan aktivitas tcrorisme

b.  Salah satu upaya untuk meningkatkan

sinergitas masyarakat dan polri adalah
Polist Polisi
Pemasyarakatan dapat meningkatkan

dengan Pemasyarakat.

kepercayaan jpmasyarakat terhadap polri
sehingga dapat diajak bekerja sama.
Saran

Penulis memiliki saran bahwa UU Anti
Terorisme harus direvisi untuk kemudian dapat
melibatkan masyarakat dalam upaya pencegahan
yang dilakukan oleh kepolisian
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Polri pasca pisah dengan TINI menjadi perhatian seriug
buku ini. Utamnyz, tentu saja, menelusuri ikhwal yang membelit
‘bekerjanya’ Polri:  sebagaimana ditulis pada hal.3, ”... fo discrss
how the process the Polris disassociation from the ABRI bas béen
working...”  Profesionalisme dan independensi Polri diletalkan
scbagai sentra penetusuran penulisan. Dua konsepini— meminjam
cara weberian — merupakan orientasi  dalam mengkogstruks
‘tipe ideal’, sehingga seluruh energi — termasuk pertanyaan yang

dibangun — pada dasarnya berputar-putar pada dua Konsep itu.

faktor dan

Mencari

profesionalisme
independensi Polri

Bagaimana menyasar faktor yang dapat
menjelasakan persoalan profesionalisme dan
independensi Polri ?

Hemat saya, cara penelusuran untuk
menemukan faktor-faktor profesionalisrne (dan
independensi) Polri yang dipakai SaudaraMuradi
menggunakan langgam functional explanation
. Kalau merujuk pada raksasa ilmu sosial cara
ini ketemu pada sosok Emile Durkheim. Tentu

saja, pentipologian eksplanasi (atau penelitian)

semacin ini bersifat “longgar”saja. Tetapi, dalam
acara Bedah Buku semacam ini mendiskusikan
tipologi eksplanasi ini agaknya penting dalam
kerangka “kesadaran” perspektiv : bahwa realitas
sosial itu betapapun dilihat secara kuat dan
komprehensif tetap saja bersifat perspektival.
Tipologi  berpikir  Durkheimian-finctionan
explanation merupakan mainstream di bangku-
bangku akademik. Tipologi diluar mainstreim,
misalnya, model mazdhab
hermetitika, dan
yang ditawarkan kalangan posmodern (Derrida,
Foucault, Richard Rorty) hemat saya merupakan

tipologi minor.

yang  dipakai
Frankfurt, ‘materialis-marx
¥
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_'lmgkup kancah penehtaan Ketajaman : dan'

- kekuatan analisis tidak ada hubungan dengan
."-_Lelu:_lsan _C_akupan faktor -yang akan dianalisis.
S '_Ba'ra'ngl_c_;ﬂi,ikalau Saudara Muradi memasukan
- (variabel) - penjelas OMS
e kéPOliSiaf_l. “maka : pendekatannya “pun -akan
e béfgéser agak ke “kiri”, agak marxian. Mengapa

terhadap institusi

o _'_':F Penclusuran, mlsalnya se}ak era Orde Baru
o .terhadﬂp hubungan civil society-dengan institus
' negara, tidak bisa sekedarsmenjelaskan bahwa

'Ie'}ﬁa'h'nya OMS, tefus titike. Tidak 'bisa titik

7 disind, lemahnya kci{uatan 31p11 (O\/lS) ini tidak

(pernah) given, tetapl ia memang dibuat lemah,

~~Namun, apakah pada era pasca pisahnya
polisi dari TNL juga OMS ini dibuat lemah ?
Struktur relasi negara — masyarakat sipil sudah
sedemikian bergeser sejak pasca tahun 2000.
Sejumlah undang undang, seperti UU Pers, UU
Keterbukaan Informasi Publik, dan lain-lain
memperkuat posisi OMS dihadapan negara.
Disinilah signifikansinya, justru ketika OMS ini
mempunyai posisi kuat dihadapan negara maka
perfu ia diperhitungkan dalam memberikan
warna terhadap instrumennegara. Pengertianya,
analisis relasi negara versus masyarakat sipil sudah
tidak Iagi relefan menggunakan konsep-konsep
marx- klasik seperti dominasi, pengckangan,

(bahkan

meskipun dimensi konsep ini ‘sesckali ada.

hegemoni), apalagi  eksploitasi,
‘Sumber daya kekuasaandalam dimens: régulatif
antara  stafe (baca: kepolisian) dengan CSO
cenderung mendekati keseimbangan schingga
konsep-konsep dominasi dan pengekangan tidak
lagi bisa dipakai. Identifikasi terhadap kekuatan
masyarakat sipil (OMS) tidk pula relefan
ditelusuri dari interfnsi negara (atau dalam hal
ini polisi). Tetapi lebih “murni” menyangkut
persoalannya sendiri, seperti kondisi burgerfich-

nya.

Democratic Polz'cing

Sebagai sebuah konsep, demacratic policing
bukanlah ‘barang jadi’ yang mudah difahami
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E FPolisi, Negara, dan Masyarakar Sipil dari Kacamara Politik . "

di kalangan: i{epohsmn. Alih-alih, jangankan di
kalangan kepolisian yang acapkali memahamj - -
banyak hal mkelalui instruksi, di hngkungan_:

akadem181 “dan penckun ikhwal kepolisian
sendm konsep ini tfidak ‘duduk’ benar. quancr_' R
ini mamang tidak mudah difahami! Dibawah ini .
fhistrasi sunpang siur konsep ini dalam sebuah_ B

dlSkU.SI

Lorum Group Discussion hasil

Sebuah

penelitian bertajuk “Seminar Hasil Penelitian

Kompolnas di Tiga Polda (Polda Sumut, Jateng;

dan Kaltim) Tentang Penerapan Pemolisian
Demokratis”, 2 November 2008 di Hotel
Agyadhuta meletakkan istilah  “pemolisian
demokratis”dalam judul seminar menjadi materi
diskusi yang menyita waktu hampir separuh
sepanjang diskusi. Judul penelitian sebagaimana
terpampang  pada spanduk seminar bukan
sekedar istilah baru dalam khasanah kepolisian,
oleh beberapa peserta  istilah  ‘pemolisian
demokratis'dipandang sebagai telah lepas dari
konteks. Padahal penelitian ini diawaki oleh

sejumlah mantan pejabat Polri.

Bachtiar Ali-dan Sarlite Wirawan yang
kerap dipakai sebagal “think thank” Kapolri
berkeberatan dengan penggunaan distilah itu.
Alasannya istilah ‘Polisi demokragis’tidak dikenal
no. 2 Tahun 2002.

Bagi Bachtiar Ali, polisi tidak dirancang untuk

dalam Undang-Undang

berdemokrasi‘dalam tugasnya, ia adalah penegak
hukum. Baginya, tidak ada diskusi, kompromi,
dan tawar menawar dalam melakukan tgas
penegakan hukum. Kiprah polisi dalam tugas tak
perlu dikaitkan dengan demokrasi. Demokrasi
hanya di Senayan dalam proses pembentukan
undang-undang. Ketika hukum dan sejumlah
produk hukum terbentuk demokrasi tak lagi
ada, yang ada adalah konstestasi antara praktik
aparat Negara di satu sisi yang diamanatkan
menjaga  kewibawaan hukum dan Negara
dengan pelanggar hukum. Hukum itu betapapun
“bopeng” wajahnya bagi polisi hanya wajib
bertugas mengamankannya.




mantan Penaschat Kapoin, i |
: Jlmmhnya di PTIK; 17]un1 2006, bahwa pohsz_ .

o 'Poim Nc. ram,dan Masyamlﬂt Slpll r_‘ﬂn K.lc.zmala Poimk R L

Agaknya paralcl dengan Prof Muladl
daiam Corasi

dalam - mengendahkan ketertiban masyarakqt.

utama- pol;.sx adalah me}mdungl oxang, bukan_ .

membunuhnya menerapkan budaya - militer

murni pun tidak terlalu kena. Dalam: masyarakat
dem_okratis

‘masih d;dlskusxi{an_ - persoalan

langkah-lanigkah peradlisian (e goa! of policing).

Muladi merujuk Henry Wrobleski dan Karen
Hess (2006), paling tidak langkah — langkah
pemohsxan dalam masyarakat demoratis, seara
tradisional adalah; a) penegaldian hukurn (inforce
[aws), b) menjaga suasana kedfimman (p:reserw
peace) ¢) mencegah kejahatan ( prevent erimes)

; d) melindungi hak — hak dan kebebasan
Indnndu (profect civil vight and civil izé’?erizes)_,
e) menyelenggarakan pelayanan  (provide
service). Namun kemudian perkembangannya
mengikuti - kontekstualitas masyarakat/negara,
schingga “community policing” menjadi konsep

penting dalam pelaksanaan program pemolisian

demokratis  itu. Dua tujuan penting dalam
4 P g

pemolisian demokratis ini adalah mengiptakan

kemitraan  dengan  masyarakat  (forming

partnership with the community)pdan penerapan
pendekatan  proaktif dalam  memecahkan
masalah kejahatan, rasa takut terhadap kejahatan

dan pencegahan kejahatan.

Wacana polisi dalam  demokrasi  dari
uraian Muladi lebih terletak pada penekanan
pendekatan  (tugas) polisi dalam realsinya
dengan masyarakat. Tidak lagi menempatkan
masyarakat sebagai obyek, dimana polisi secara
superior mendefinisikan secara otonom segala
hal ikhwal kejahatan (crime) dan ketertiban
(order) di tengah masyarakat. Bukan “negosiable’
soal kejahatan yang sudah jelas dipatri dalam
Kitab Undang Undang Hukum Pidana, seperti

yang dikhawatirkan Bachtiar Ali, bukan disini

i beLh I{PPGh\slu‘l

_ ruang p01131 dalam de 10k

Momo Kelana

dua.. kemungkman ‘gejala; Pertama,

- simpang siur di- Ssejumlah kaiangan opinion _'
leader (eht kepohsmn dan. kalangan umum=-

'akademlk) terhadap
mana kompatiblhtas (campaz‘zbz!zt_y) demokrasi .

menempatkan polisi- dalam ‘tatanan demokrasi.
Poin kedua ini menyangkut persinggungannya
dengan masyarakat, pada level ini tidak terlalu
memakan energi perdebatan di dalam tubuh
kepolisian. :

Konstruksx Edk - Emlk Demacmfzc
Palzmw

Teriepas dari perdebatan itu, bagaimana
secara koheren konsep Democratic Policing  ini
dikenstruksi ? Muradi mengacu pada Bailey
dan Dammert, “democratic policing is defined as
a policing in democratic countries where pracricing
must be in accordance to the norm usually held in
democratic countries’s Frase norm usually held
2 democratic countries ini sangat krusial dalam
setiap pendefinisian karena frase ini ‘mengikat’
termasuk

semua pendefinisiane yang ada,

peidebatan-di atas. Hemat saya, tak perlu
lagi dipertanyakan secara analitik perihal ‘apa
itu orm in democraric’ yang tentu saja puluhan
literatur membarikan keterangan soal ini ; tetapi,

siapa yang mendifinisikan norm ini?

Pertama, norma (norma demokratik) ini
didefinisikan secara etik. Sejumlah teoritisi
mendefinisikan apa yang dimaksud norma
Sehingga

sejumlah  kriteria atau ciri-ciri

dalam  demokratic policing  ini.
didapatkan
penerapan demokratic policing yang diperoleh
secara deduktif, meskipun ciri-ciri ini dalam
detailnya berbeda namun secara prinsip terdapat
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ketua penehn : dar;-"' c
' LCKI berpandangan pemolismn demokrans_ﬂ-" 2
o --.'mengata& term pemolzsmn masyarakat Diskusi -

_ mendayagun'd{an formasi . paramiliter. Yaitu o

- istilah pemohsmn demokratls ini menunjukkan

= bargerak bersama dalam’ kesatuan dan harus tant -

- -pada permtah komanadan. Namun kdrena tugas ~adanya

realitas gagasan - se_;auh o
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= democratxc

pohcmg

‘d1rumuskan ‘secara’ ermk Semangat inisberasal

. ::dan J H Skolmck (1999) Ujamya, “the yole of
Eie: palzce pawer . z a’emorrag/ should be the expression

- of social consensus”. Masyarakat pada sadarnya

- .:.'qdak aw arc’ d€n5a1 konsep kOIi::ﬁP dan k_'{itlt’ii’la“ :

.'.-"_yang dipegang daldm rumusan sebagaimana
': '..yang dilakukan: kalangm perumus etik, tetapi
prinsipnya kerja dan (power) polisi dibutuhkan
- sebagai ekspresi dari konsensus masayarat. Jadi,
- disini - nyaris tidak ada rumusan tentang apapun
bagai kepolistan -dalam  mengartikulasikan
perannya -dan ..ﬁmgsin'ya'.__Ttidak ada ‘kerangka
norma edukrif karena norma itu justeu harus
tumbuh dari induksif, dengan apa yang disebut
“social consensus’ Dengan demikian democratic
pohcmg ‘harus dilihat sebaga1 proses, bukan out
come. Gerry T. Mark menyebut Democratic
po[zczng sbou[d 53 mewed as a process not an

outcome.

Refleksi

Pertama, Buku ini denganusangar teliti
mampu menggambarkan wajah Polri pasea pisah
dengan TINI, utamanya pergulatannya dalam

dua hal:
Hemat saya, titik tumpu penggambaran dan

independensi dan profesionalisme.

penjelasan ini diletakan pada level interkasi/
relasi di tubuh stase sendiri. Szase sebagai entitas
sosial yang ‘mandiri’ sehingga ‘merah hijau
kuning'-nya terisolasi dari infrasturktur sosial
(rﬁaéyarakatisipil). Kalau secara simpel harus
menjawab pertanyaan, apa yang mempengaruhi
W&jﬂh Polrt,
pada level suprastruktur, ketimbang kekuatan
infrastruktur politik. Tentu saja, judulnya saja

buku ini memberikan jawaban

‘Politics and Governance in Indonesia’.
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Lesamaa.n Baik- Murad1 dengam cara merujuk _ :
' i membata51 dlrl “dari kemungkman reain&s_f_

n  konfliktual, |
--ten_m_no_lo_gx konﬂ_ﬁ-_{_- tldak _..d_la_lamz_ltkan pada- -

realitas

kalaupun harus menyentuh_

"kép_é_:nt_ingan’.'t_etépi_dé_a_l@niafkaﬂk;pada probiem_.'.____.:; '

sistem. |
penelusuran pencarian fakror yang ‘membingkai.

-._(prc_)fes_iona},i_sme dan

Polri), 'yéng .-d_i_ia_cal_; -p_ada éksternal dan interna];'._' .

Padahal hemat saya diluar state, ada, civil sociesy,

tepatnya organisasi masyarakat sipil cukup kuat -

membuat merah hgau -biru Wajah Polzi.

Ketlga dalam pembacaan yang agak mikro,
m_c_:lacak padaliteratursemacam Boucher, Havidz,
Aditjondro, resistensi yang paling serius dalam
pengembangan demokrasi pasca 1998 adalsh
faktor: struktur ekonomi-politik pasca Orde Baru
yang rerlatif  masih mempunyai kesinambungan
dengan kefayann Orde Baru. Nah, kalau cara
pembucaan « seperti ini dipakai, bagaimana
menempatkan pergulatan proffesionalisme Polri
? Hemat saya, tidaklain’kita mencarikan alamat
persoalnnya pada clit politik dan ekonomi negeri
ini:

Beresensi

Drx. Sutrisno, Dosen STIK-PTIK *

Implikasi dari poin ini adalah pada

“independensi - .




